
BUPATI SIMALUNGUN 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 

NOMOR 32 TAHUN 2022 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 

SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIMALUNGUN, 

Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanaan 

kepada masyarakat khususnya di bidang 
perizinan dan non perizinan serta mendorong pertumbuhan 
ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya 

sistem pelayanan perizinan yang cepat, efisien, dan terpadu; 

bahwa untuk menciptakan keseragaman penyusunan dan 

pemberian panduan dalam mengidentifikasi, menyusun, 

mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta 
mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada 
Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Simalungun 

perlu adanya pedoman penyusunan Standar Operasional 
Prosedur (SOP); 

a. 

pelayanan 

b. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Simalungun tentang Standar Operasional Prosedur 
Pelayanan 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Simalungun; 
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1092); 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

C. 

Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas 

Mengingat 1. 

Tahun 1956 Nomor 58, 

2. 

Nomor 4724); 
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

Undang-Undang 
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

3. 

4. Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Undang-Undang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Tahun 2015 Nomor 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 201 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5357); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

8. 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala 

Simalungun. 
Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 

4. PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Simalungun. 
5. Kepala PD adalah Kepala PD di lingkungan pemerintah Kabupaten 

Simalungun. 
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu1 

intu, selanjutnya disingkat DPMPPTSP, adalah Perangkat Daerah di 

Bidang Pelayanan Masyarakat termasuk pelayanan perizinan, non 

perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Simalungun. 
7. Instansi Pelaksana adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu yang bertugas menyelenggarakan 
urusan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di 

Kabupaten Simalungun. 
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai 

proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan 

kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, melalui 

tahapan tertentu untuk menyelesaikan tugas pelayanan umum di 

DPMPPTSP Kabupaten Simalungun. 
Front Office adalah bagian pertama dan terakhir yang melakukan 

pelayanan langsung kepada masyarakat atau pemohon. 

8. 

9. 

10. Back Office adalah segala aktivitas yang melakukan 

pencetakan/pengetikan perizinan, laporan-laporan dan aktivitas 

administrasi. 
11. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang 

harus diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah untuk melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 
12. Kegiatan adalah penjabaran dari fungsi dan rincian tugas untuk 

mencapai hasil kerja 

kerja yang telah ditentukan dalam standar Operasional Prosedur. 

13. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 

oleh Pemerintahan Kabupaten Simalungun untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan usaha. 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terutang. 

tertentu, sesuai dengan langkah-langkah 
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(3) Setiap permohonan pelayanan perizinan akan diproses apabila 
kelengkapan berkas sudah terpenuhi. 

Pasal 6 

(1) SOP Pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi 
a. bagian identitas; dan 

b. bagian diagram alur. 

(2) Bagian Identitas SOP Pelayanan sebagaiamana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, meliputi: 

Nomor Standar Operasional Prosedur; 

tanggal pembuatan; 
tanggal revisi; 
tanggal pengesahan; 

a. 

b. 

C. 

d. 
B. disahkan oleh 

f. nama SOP; 

dasar hukum; 

h. kualifikasi pelaksana; 
8-

1. keterkaitan; 
peralatan dan perlengkapan; 

peringatan; dan 

pencatatan dan pendataan. 

k. 

(3) Bagian diagram alur SOP pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, meliputi: 
aktivitas; a. 

b. pelaksana; 

1) Pemohon; 
2) Petugas Pendaftaran (Front Office); 

3) Kasir/Petugas SIPD; 
4) Petugas Pencetak (Back Office); 

5 Tim kerja Teknis; 

Kasi Perizinan; 6) 
7) Kabid Perizinan; dan 

8) Kepala inas. 

C. mutu baku 

1) Kelengkapan/Persyaratan; 
2) Waktu; 
3) Output. 

d. keterangan. 
(4) Diagram alur SOP menggunakan simbol yang menggambarkan 

urutan Langkah kerja secara sistematis, penjelasan aliran dokumen, 

dan mekanisme kerja. 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

Pasal 7 

(1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan 
melalui mekanisme front office dan back ofice. 
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(2) mekanisme front office meliputi: 
a. layanan konsultasi perizinan dan non perizinan; 
b. pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan 

perizinan dan non perizinan; 

penerimaan atau penolakan dokumen permohonan perizinan 
dan non perizinan; dan 

penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan kepada 

pemohon. 

C. 

d. 

(3) Mekanisme pelayanan back office meliputi: 
proses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan; a. 

b. proses penolakan perizinan dan non perizinan 
proses pencabutan dan pembatalan perizinan dan non perizinan; C. 

dan 

d. penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan kepada SKPD 
teknis yang membidangi masing-masing perizinan. 

Bagian Ketiga 
Jenis Layanan 

Pasal 8 

Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi: 

sektor kelautan dan perikanan; 

sektor pertanian; 

sektor lingkungan hidup dan kehutanan; 
sektor perindustrian; 

sektor perdagangan; 
sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 
sektor transportasi; 

sektor kesehatan, obat dan makanan; 
sektor pendidikan dan kebudayaan; 

sektor pariwisata; dan 

sektor pos, telekomunikasi, penyiaran dan ketenagakerjaan. 

a. 

b. 

C. 

d. 

. 

. 

h. 

1. 

J. 
K. 

Pasal 9 

Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: 

penanganan pengaduan secara langsung; dan 
penanganan pengaduan secara online. 

a. 

b. 

Pasal 10 

(0) sOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimnana dimaksud 
dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisah kan 
dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Selain SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dibuat pula SOP Pelayanan Pengaduan 
sebagaimana tercantun dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
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